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TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI PELAKSANA PENILAIAN DESA BERKINERJA
BAIK DALAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING TINGKAT

Menimbang

Mengingat

a.

1.

KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025
BUPATI TABALONG,

bahwa dalam rangka pelaksanaan program kegiatan
Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan
Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi, perlu membentuk Tim Penilai Pelaksana
Penilaian Desa Berkinerja Baik Dalam Percepatan Penurunan
Stunting Tingkat Kabupaten Tabalong Tahun 2025;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati
Tabalong;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9),
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah
Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat Il Tabalong
Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2756);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6914);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6887);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6952);

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan
Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan
Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 172);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 967);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang
Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 825);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 559);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014
tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1837);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 88 Tahun 2014 tentang
Standar Tablet Tambah Darah Bagi Wanita Usia Subur dan
Ibu Hamil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 1840);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2019 tentang
Penanggulangan Masalah Gizi Bagi Anak Akibat Penyakit
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 914);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil
Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan,
Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 8353);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024
tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor
05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor
02), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2024
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2024 Nomor 9);

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong
Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 17);

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 71 Tahun 2021 tentang
Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Dalam Upaya Percepatan
Penurunan dan Pencegahan Stunting (Berita Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 71), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61
Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perubahan Atas
Peraturan Bupati Tabalong Nomor 71 Tahun 2021 tentang
Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Dalam Upaya Percepatan
Penurunan dan Pencegahan Stunting (Berita Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 62);
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23. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 60 Tahun 2022 tentang
Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak Balita (Berita
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 61);

24. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2024 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2024 Nomor 23), sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 11 Tahun
2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Tabalong Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Membentuk Tim Penilai Pelaksana Penilaian Desa Berkinerja Baik
Dalam Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kabupaten
Tabalong Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai

tugas sebagai berikut:

a. membuat rencana kegiatan, melakukan persiapan dan
pelaksanaan seluruh kegiatan Tim Penilai Pelaksana Penilaian
Desa Berkinerja Baik Dalam Percepatan Penurunan Stunting;

b. melakukan penilaian terhadap Desa Berkinerja Baik Dalam
Percepatan Penurunan Stunting; dan

c. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati Tabalong melalui
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Tabalong.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan
ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong
sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal /0 a“ﬂ/‘g"c?(

BUPATI TABALONG,
} !

“’ MUHAMMAD NOOR RIFANI T
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Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Tabalong di Tanjung.

2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong
di Tanjung.

3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong.

4. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong di Tanjung.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 2|9 /2025

TANGGAL \q i s

SUSUNAN KEANGGOTAA TIM PENILAI PELAKSANA PENILAIAN DESA BERKINERJA
BAIK DALAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING TINGKAT
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025

NO. JABATAN DALAM JABATAN DALAM KET
DINAS TIM
1. [ Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Ketua

Desa Kabupaten Tabalong

2. |Unsur Badan Perencanaan Pembangunan, Anggota
Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong
Kabupaten Tabalong

3. | Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong Anggota

4. |Unsur Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anggota
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong

5. |Tenaga Ahli Pemberdayaan  Masyarakat Anggota
Kabupaten Tabalong

BUPATI TABALONG,
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